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Tulisan ini berupaya mengidentifikasi tantangan desa-desa di Jawa Timur saat implementasi UU
No0.6/2014 tentang Desa yang berdekatan waktunya dengan dimulainya Masyarakat Ekonomi
ASEAN (MEA) 2015. UU Desa yang berupaya mengembalikan marwah desa agar menjadi desa
yang berdaya dihadapkan dengan ketidaksiapan kapasitas desa dan rusaknya modalitas sosial,
politik, ekonomi dan budaya yang di saat bersamaan juga menghadapi persaingan bebas dalam
pasar bersama MEA. Kondisi ekonomi nasional, khususnya Jawa Timur, yang digerakkan oleh
sektor informal rentan dilemahkan oleh persaingan bebas dalam MEA. Agenda-agenda MEA
berpotensi memunculkan tantangan bagi ketahanan ekonomi desa-desa di Jatim dan kegagapan
tata kepemerintahan (governance) dalam harmonisasi kebijakan di level regional, nasional, dan
lokal.

Kata kunci: economic resilience, governance regulations, village/rural development

Pelaksanaan Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Indonesia,
termasuk di Jawa Timur, akan dihadapkan dengan dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN
(MEA) pada 31 Desember 2015. Persoalan ketahanan ekonomi daerah akan langsung menjadi
isu penting karena tujuan MEA ialah menjadikan kawasan ASEAN sebagai pasar bersama dan
basis produksi. Sejak hari itu arus perdagangan yang lebih bebas untuk sektor barang, jasa,
investasi, pekerja terampil, dan modal akan menantang kesiapan daya saing pelaku usaha dan
dan sumber daya manusia Jawa Timur.

Desa—yang sejak UU Desa N0.6/2014 tak hanya diakui sebagai kesatuan hukum namun
juga kesatuan adat di negara ini—pastinya juga akan menjadi obyek persaingan bebas dalam
kerangka pasar bersama ASEAN. Tidak hanya kualitas produk/barang yang dihasilkan desa,
kapasitas sumber daya manusia, modal sosial, hingga budaya, akan dihadapkan pada tantangan-
tantangan baru dalam kerangka penciptaan kawasan pembangunan ekonomi yang merata dan
berdaya saing tinggi untuk akhirnya diintegrasikan secara penuh dalam ekonomi global.

Optimisme terhadap kesiapan daerah menghadapi MEA 2015 sepertinya jamak di
kalangan birokrasi. Pemerintah melalui beberapa kementerian seperti Kementerian Luar Negeri
dan Kementerian Perdagangan, misalnya, percaya bahwa Indonesia memiliki kesiapan dalam
menghadapi MEA. Indonesia sebagai negara terbesar di kawasan diproyeksikan sebagai pusat
produksi serta distribusi dan menolak dijadikan sebagai pusat pemasaran produk saja.



Pemerintah Jatim juga secara optimis melihat bahwa MEA menawarkan peluang. Jika
melihat tren angka pertumbuhan ekonomi Jatim tiga tahun terakhir, provinsi ini selalu tertinggi
di antara 33 provinsi lainnya, bahkan di atas angka pertumbuhan nasional. Angka ini disumbang
oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, yang menunjukkan Jatim menjadi kian industrialis
namun mulai tercecer di sektor agraris. Di tahun 2014, tiga sektor utama yang menggerakkkan
perekonomian Jatim ialah perdagangan, industri, dan jasa. Masing-masing menyumbang
pertumbuhan ekonomi Jatim sebesar 7,37 persen, 6,81 persen dan 3,96 persen.! Namun,
benarkah Jatim atau daerah lain siap menyongsong MEA?

KAPASITAS JAWA TIMUR MENGHADAPI MEA

Keyakinan dan kepercayaan diri Pemerintah RI ini sepertinya tak didukung oleh
mumpuninya daya saing daerah dalam menghadapi MEA. Lee Kuan Yew School of Public
Policy dan National University of Singapore (NUS) pada tahun 2013 merilis indeks daya saing
dan Strategi Pembangunan dari 33 provinsi menempatkan Jawa Timur berada di peringkat kedua
dengan skor 0,911 di bawah Jakarta yang memimpin dengan skor 3,20.% Indeks rilisan negara
jiran ini mengukur stabilitas ekonomi makro daerah, perencanaan pemerintah dan institusi,
kondisi keuangan dan bisnis, tenaga kerja, kualitas hidup, dan pembangunan infrastruktur.
Kesenjangan skor antara Jakarta dan daerah lainnya ini menunjukkan bahwa daerah masih belum
sesiap Jakarta untuk bersaing dalam pasar bebas regional.

Masyarakat dan pelaku usaha di daerah juga dinilai belum cukup siap menghadapi MEA.
Tenaga kerja di Jawa Timur, misalnya, dianggap belum siap dan berdaya saing yang rendah
karena didominasi oleh lulusan Sekolah Dasar. Menurut BPS, dari 19,885 juta tenaga kerja di
Jatim yang lulusan SD ke bawah mencapai 54,13 persen atau 10,338 juta orang, lulusan SLTP
3,477 juta orang atau 17,86 persen, lulusan SMA sebesar 2,544 juta orang atau 12,87 persen,

SMK 1,682 juta orang atau 8,22 persen, serta Perguruan Tinggi mencapai 1,485 juta orang atau
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hanya 6,92 persen.®> Sementara di sisi pelaku usaha, kualitas dan daya saing produk Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga dianggap belum siap menghadapi persaingan bebas
saat memasuki pasar bersama ASEAN. Kelemahan produk UMKM dari sisi sertifikasi dan
kemasan menjadikan produk nasional kurang bisa bersaing dan malah berpotensi menjadikan
Indonesia sebagai pasar produk dari negara tetangga.*

Sektor UMKM saat ini merupakan sektor andalan yang akan diperkuat oleh Pemprov
Jatim selain pertanian dan pendidikan. Sejalan dengan ini, dalam visinya pemerintahan Jokowi
juga menitikberatkan prioritas pembangunan pada pengembangan desa dan sektor UMKM. Di
Jatim, UMKM menyumbang 55 persen perekonomian lokal dan merupakan penopang utama
ekonomi Jawa Timur. Namun, Wagub Jatim Saifullah Yusuf mengakui bahwa meski Jatim
memiliki 6,8 juta UMKM, hanya sekitar 260 ribu UMKM yang mampu memasuki pasar ekspor.®

Menilik kondisi di atas terdapat kesenjangan persepsi dan sektoral mengenai ekonomi
Jatim. Birokrasi melihat Jatim cukup siap menghadapi MEA, sementara di level pelaku usaha
dan masyarakat menghadapinya dengan ketidakpercayaan diri dan ketidaksiapan. Di sisi sektor
ekonomi formal Jatim diprognosiskan akan mampu bersaing dalam MEA, namun dilihat dari
sektor ekonomi informal dan perdesaan, Jatim terlihat akan menjadi pihak yang bakal dirugikan

oleh integrasi kawasan.

“JOKOWINOMICS”

Persaingan bebas sebagai keniscayaan adanya pasar bersama ASEAN ini diyakini oleh
promotor tata ekonomi liberal akan mendatangkan kemakmuran dan kemajuan. Namun, selama
ini yang terjadi justru munculnya ketimpangan dan ketidakadilan global. Korban pertama dan
utama yang paling dirugikan akibat ketimpangan yang ditimbulkan oleh rejim global dan negara
yang pro-pasar ini ialah masyarakat desa. Setidaknya ada tiga alasan mengapa desa menjadi
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arena yang akan dirugikan: keberadaan sumber daya alam di desa, makin rusaknya institusi dan
kelembagaan masyarakat lokal akibat proses dan mekanisme pasar dan negaranisasi, serta
mayoritas penduduk, yakni 60%, tinggal di desa.®

Semangat UU Desa No0.6/2014 sejatinya berupaya untuk mengembalikan marwah desa.
Setelah sekian lama desa hanya menjadi obyek pembangunan dan dilemahkan secara politik,
ekonomi, dan sosial budaya, UU Desa yang terbaru ini dimaksudkan agar desa memiliki kembali
martabatnya melalui Catur Desa, yakni, “bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik,
berdaya secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya”.’

Pemerintahan baru di bawah Presiden Joko Widodo telah berkomitmen untuk
mempersiapkan ketahanan ekonomi lokal. Dalam visinya, rejim baru ini berupaya mendorong
kembali penguatan desa dan sektor UMKM. Harapan untuk melihat desa yang lebih kuat ini
menguat seiring naiknya rejim baru karena pergantian rejim seharusnya juga membawa dampak
perubahan cara pengelolaan negara. Budiman Sudjatmiko melabeli model dan arah baru
kebijakan pembangunan ekonomi yang digagas rejim Jokowi ini sebagai “Jokowinomics”.®

Komitmen Jokowi dalam rekayasa sosial dan ekonomi ini berupaya menawarkan cara
pandang baru pengelolaan negara dari pinggiran dan secara kolektif. Alih-alih meneruskan ide
pembangunan sentralistik, dalam Nawa Cita butir ketiga, Jokowi-JK menjanjikan: “Kami akan
membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa-desa dalam
kerangka negara kesatuan”. Sementara untuk memperbaiki ekonomi nasional Jokowi-JK
menjanjikan dalam visi-misinya untuk: “membangun kekuatan ekonomi kolektif yang masif dan
berjejaring”.

Namun, komitmen Jokowi untuk memperkuat desa ini dihadang tiga kondisi. Sudjatmiko
menyatakan tiga kondisi yang tak pernah dihadapi sebelumnya yaitu; 1) kesenjangan ekonomi,
2) defisit perdagangan, dan 3) urbanisasi.® Kesenjangan ekonomi menjadi tantangan awal karena
indeks gini Indonesia, menurut BPS, menembus angka 0,41 dan melampaui rapot merah tahun
1978 yakni 0,39. Tantangan kedua, defisit perdagangan—ditandai dengan defisitnya neraca
perdagangan tahun 2012-2013 sebanyak 1,63 milyar dolar AS—terjadi setelah selama 50 tahun
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Indonesia menikmati surplus perdagangan. Defisit neraca perdagangan terakhir tahun 1961 saat
negeri ini banyak mengimpor senjata demi upaya mempertahankan Irian Barat. Urbanisasi
menjadi tantangan terakhir saat terjadi perimbangan rasio penduduk di desa dan di kota menjadi
50,15%: 49,85% di tahun 2013. Sebagai gambaran, di tahun 1978 angka penduduk di desa
mencapai 78%, dan jika ini berlanjut tahun 2045 penduduk kota akan mencapai 86%.

Secara optimis, Budiman Sudjatmiko, yang juga menjadi Tim Perumus RUU Desa,
menyatakan bahwa pelaksanaan UU No0.6/2014 secara konsisten akan menjadi solusi untuk
menciptakan pertumbuhan ekonomi di desa yang akan berdampak pada penurunan indeks gini,
mengurangi defisit perdagangan, dan menghambat urbanisasi. UU Desa ini menawarkan antidot
dalam 6 semangat yang dibawanya, yakni: penghargaan atas keberagaman, payung hukum
pemerintahan desa, pemberian anggaran dana langsung ke desa, penganggaran partisipatoris,
perluasan kesempatan usaha melalui BUMDes, serta alih teknologi. Hanya saja, pemberian dana
besar ke desa hingga satu milyar lebih tanpa sistem pengawasan yang baik berpotensi malah
akan merusak desa. Untuk itulah dalam UU Desa disisipkan—dalam istilah Sudjatmiko—
“senjata” khusus dalam bentuk pelibatan masyarakat (pasal 82) dan pembangunan sistem
informasi (pasal 86)

RUSAKNYA MODALITAS DESA

Namun, agenda liberalisasi perdagangan yang makin kuat masuk melalui MEA mulai
akhir 2015 akan menjadi hambatan besar bagi upaya pemberdayaan (kembali) desa. Memberi
ruang bagi desa untuk membangun dan memberdayakan dirinya meniscayakan penyiapan
sumber daya manusia dan kelembagaan sosial-budaya desa. Semangat UU Desa menjadikan desa
berdaya secara sosial, misalnya melalui menghidupkan kembali semangat gotong royong
(solidaritas) dan egalitarianisme sebagai nilai luhur desa akan terhambat oleh terlanjur
menggejalanya individualisme dan komersialisasi hubungan sosial di masyarakat desa.

Menjadikan desa memiliki kedaulatan secara politik lewat demokrasi elektoral di tingkat
desa melalui pemilihan kepala desa serentak sembari membangun etos saling kontrol (check and
balances) memunculkan persoalan budaya dan kelembagaan demokrasi. Secara kelembagaan,
kebiasaan politik uang dan oligarkisme yang dipertontonkan elit politik nasional dan daerah, tak

memberikan teladan baik pembelajaran demokrasi bagi warga dan elit desa.



Terlalu lamanya korporatisme negara juga membuat tujuan UU Desa untuk meninggikan
martabat budaya desa juga tak mudah. Negaranisasi menjadikan institusi adat desa mati suri atau
bahkan mati karena tergantikannya ketaatan pranata adat dengan norma-norma yang
diperkenalkan desa dinas. Melestarikan hak adat dan tanah ulayat menjadi sulit karena lembaga
adatnya tak lagi hidup atau malah lenyap. Pemilihan kepala desa secara langsung serentak—
seperti yang diamanatkan UU Desa No0.6/2014—juga menghasilkan masalah budaya karena
beberapa lembaga adat di luar Jawa, seperti di nagari di Sumatera Barat dan desa adat
(pakraman) di Bali akan justru merusak tradisi adat setempat. Alih-alih mengembalikan martabat
desa sebagai entitas budaya, beberapa poin UU Desa terbaru malah kurang sinkron dan kurang
peka pada kekhasan masyarakat adat.

Pendelegasian pengelolaan uang agar desa mandiri dan berdaya secara ekonomi juga
mendapat hambatan secara institusional-struktural. Desa yang terbiasa hanya mengelola ratusan
atau puluhan juta menunjukkan indikasi akan gagap dalam mengelola uang hingga milyaran.
Kegagapan itu terlihat dari kasus-kasus korupsi yang dilakukan kades atau perangkat desa
lainnya. Di tingkatan yang lebih tinggi yakni kementerian, propinsi dan kota/kabupaten,
otonomi daerah memberi peluang bagi munculnya elit-elit pusat dan lokal kondisinya lebih
buruk. Lebih banyak lagi perilaku korupsi (rent-seeking) yang menunjukkan korupnya elit pusat
dan lokal saat mengalirkan keuangan ke pemerintahan di bawahnya. Secara struktural, perubahan
nomenklatur birokrasi sejak Joko Widodo menjadi presiden juga sempat memunculkan masalah
akibat perebutan alokasi anggaran antara dua Kementerian Desa dan PDT serta Kementerian
Dalam Negeri. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan model pembangungan yang
sentralistik ke model penguatan pinggiran lewat daerah dan desa, misalnya soal perubahan
pengelolaan dana desa, juga tak mudah karena terkait anggapan bahwa pemberdayaan desa atau
daerah adalah “proyek” yang pengalihannya ke kementerian lain bakal mengurangi aliran “dana

proyek” ke birokrasi pengelolanya yang selama ini telah termapankan.

ANCAMAN MEA TERHADAP DESA DI JATIM
Belum siapnya sumber daya dan kelembagaan desa dalam menghadapi persaingan bebas
dalam pasar bersama rentan menjadikan desa sebagai korban pertama dan utama dalam

implementasi MEA. Lemahnya kapasitas desa yang diperburuk dengan telah rusaknya modalitas



sosial, politik, ekonomi, dan budaya, berpotensi memunculkan konflik vertikal antara warga desa
dengan elit lokal maupun pusat.

Upaya integrasi kawasan seperti MEA bak memiliki dua wajah; bisa mengurangi
kesenjangan maupun memperburuk kesenjangan yang telah ada. Yang terjadi selama ini
kesenjangan tak hanya muncul antar negara anggota, namun juga di dalam negara-negara
anggotanya. Meski bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama yang merata, namun
harus diakui bahwa kemampuan ekonomi negara-negara ASEAN tidaklah berada dalam level
yang setara. Dikarenakan MEA sebagai agenda regionalisasi Asia Tenggara menyasar tak hanya
level regional, namun juga level nasional dan sub-nasional, maka desa sebagai entitas sub-
nasional tanpa terkecuali bakal terkena dampaknya. Untuk itu, kesenjangan di Indonesia antara
desa dan kota yang bisa dimaknai akan memunculkan kesenjangan antara ketahanan ekonomi
informal—yang menjadi penggerak ekonomi desa—dengan ekonomi formal yang menjadi
penggerak industrialisasi di kota berpotensi diperburuk dengan adanya MEA.

Strategi pembangunan nasional selama ini lebih memprioritaskan sektor industri daripada
sektor pertanian dan informal. Salah satu penyebabnya ialah sumbangan sektor industri kepada
PDB lebih tinggi dibanding sektor pertanian dan informal. Baswir menegaskan bahwa salah satu
aspek kesenjangan ekonomi Indonesia ialah kesenjangan produktifitas relatif antara sektor
industri dengan sektor pertanian, dan bisa termasuk sektor informal.}® Dikarenakan sektor
industri selama ini cenderung sangat terkonsentrasi pada industri-industri besar yang padat
modal dan banyak bertumpu pada teknologi atau mesin, maka jumlah tenaga kerja selama ini
justru lebih banyak terserap di sektor informal. Kondisi ini pula yang dialami perekonomian
Jatim yang bergantung lebih dari 55 persen pada UMKM. Dus, ketahanan ekonomi sektor
infomal Jatim akan mendapat ancaman serius dari MEA.

KETAHANAN EKONOMI DESA DAN KENDALA TATA KEPEMERINTAHAN
Kehadiran MEA yan sudah di ambang pintu juga sekaligus memunculkan tantangan bagi
ketahanan ekonomi dan regulasi kepemerintahan (governance regulations). Jika ancaman

pertama lahir dari potensi meningkatnya kesenjangan desa-kota serta sektor ekonomi formal-
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informal, maka ancaman kedua muncul dari kendala harmonisasi kebijakan antar negara ASEAN
maupun dalam negeri masing-masing negara ASEAN.

Seperti diulas di atas, agenda pasar bersama MEA menawarkan dua hal sekaligus,
peluang dan tantangan. Peluang lahir dari penggabungan seluruh pasar dari 10 anggota ASEAN.
Konsumen potensial yang ada di Indonesia sekira 250 juta akan melonjak drastis menjadi sekitar
620 juta konsumen yang tersebar di 9 negara lainnya. Yang patut diingat ialah cara pandang yang
sama juga diterapkan oleh para pelaku bisnis negara ASEAN lainnya: bahwa dari 620 juta,
Indonesia yang memiliki 250 penduduk adalah konsumen atau pasar yang potensial untuk
dikuasai. Dalam logika pasar, pelaku bisnis yang paling siap akan mampu menembus pertahanan
ekonomi negara lainnya. Negara yang paling siap akan mampu menjaga ketahanan ekonominya
sekaligus melakukan ekspansi pasar dengan menggiatkan penetrasi ke negara lainnya. Maka
tantangannya ialah bagaimana mempersiapkan ketahanan ekonomi lokal.

Ketahanan ekonomi lokal bertumpu pada jejaring dan modalitas sosial yang terlihat dari
empat indikator: 1) kolaborasi, 2) kemampuan adaptasi, 3) sinergi, dan 4) modal sosial.}!
Indikator ini meniscayakan hubungan tiga arena utama ekonomi yang terdiri dari publik, sosial,
dan sektor swasta. Kolaborasi meniscayakan kepemimpinan yang kuat, tidak top-down, dan
mampu memandu serta memadu beragam kepentingan serta menawarkan solusi bagi tantangan
dan peluang. Kemampuan adaptasi membutuhkan keberanian dan keteguhan untuk
meninggalkan cara atau solusi lama yang terbukti berhasil dengan mencoba cara, struktur, dan
proses baru untuk memenuhi tuntutan perubahan. Sinergi mengharuskan kerja sama lintas sektor
dengan tetap menjaga kohesivitas. Kesemuanya itu disempurnakan dengan menciptakan dan
mempertahankan modal sosial dan mengutamakan keuntungan sosial di atas yang lainnya.

Takrif (definisi) ketahanan ekonomi lokal di atas menitipkan agenda bahwa
pembangunan ekonomi tak harus merusak agenda besar pembangunan nasional dengan tetap
mengedepankan pembangunan kemanusiaan dan pelibatan warga masyarakat. Dalam logika
pembangunan kita selama ini ada kecenderungan untuk memaknai “pembangunan nasional”
sebagai semata “pembangunan ekonomi”. Pemaknaan ini reduksionis karena hanya memahami
kemajuan sebagai semata-mata memajukan urusan ekonomi yang mekanistik dan melupakan

upaya untuk meningkatkan kesadaran politik warga demi pengukuhan eksistensi individu yang
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otonom dan pengakuan martabat masyarakat umum (nguwongke uwong). Meski pembangunan
ekonomi tetap diteruskan, perencanaannya harus diperbaiki agar lebih tepat sasaran dan sadar
sasaran.'2

Mereduksi “pembangunan nasional” menjadi “pembangunan ekonomi” membuat negara
menjadi penafsir dan pengarah tunggal bagi kemajuan serta meminggirkan komunitas atau
daerah. Dampaknya buruk: menjadikan komunitas atau daerah sebagai penonton pasif sementara
kekayaan bumi dan potensi daerahnya dieksploitasi agar memenuhi produksi/pendapatan
nasional sebagai ukuran keberhasilan pembangunan. Pembangunan model top-down inilah yang
membuat negara begitu kuat, sementara masyarakat melemah. Negara berhasrat membangun
desa dengan cara intervensi dan merasuki desa yang justru melemahkan eksistensi desa.

Dalam proses pembangunan, selama ini desa justru menjadi wilayah yang menghadirkan
paradoks: dieksploitasi dan sekaligus dipinggirkan. Ironisnya lagi, desa sebagai entitas sosio-
budaya dan entitas politik justru tidak dikenal. Selama ini Bappenas tidak mengenal desa
sebagai area untuk pelayanan publik dan pembangunan ekonomi, yang dikenal ialah
kawasan/wilayah perdesaan. Pendekatan ini berdampak pada pengabaian desa sebagai entitas
lokal dalam wilayah perdesaan. Sebagai entitas politik, Kemendagri menempatkan desa hanya
sebagai unit pemerintahan terkecil yang menjalankan tugas-tugas adminsitrasi dan program-
program kementerian lain.*3

Pengabaian desa dalam proses pembangunan ini membuat isu pembangunan perdesaan
menjadi isu pinggiran yang dampaknya telah disebut di atas: kesenjangan ekonomi, urbanisasi,
hingga melemahnya institusi desa. Upaya untuk membangun desa akhirnya bertumpu pada
pemerintah lewat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) atau dari CSR
perusahaan yang memiliki pabrik di desa dan mengkompensasi dampak sosial dan lingkungan
lewat program-program karitatif. Keduanya dikritik sebagai program yang hanya menyenangkan
masyarakat namun tak menolong masyarakat karena tidak memiliki atau hanya sedikit memiliki
daya ungkit ekonomi.*

Di level ASEAN kondisinya setali tiga uang. Meski memiliki Kerangka Rencana Aksi
ASEAN untuk Pembangunan Daerah Pinggiran dan Pengentasan Kemiskinan (ASEAN

12 Daoed Joesoef. 2014. Studi Strategi: Logika Ketahanan dan Pembangunan Nasional. Jakarta: Penerbit Buku
Kompas, h.129

13 Marwan Ja’far. 2015. Percepatan Implementasi UU Desa dan Sistem Informasi Desa dan Kawasan. Slide
Pelatihan Pendamping SiDeKa. Ciputat. 15 Januari
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Framework Action Plan on Rural Development and Poverty Eradication), lagi-lagi desa
bukanlah dianggap sebagai entitas yang otonom.'® Desa hanya dianggap bagian dari wilayah
perdesaan/pinggiran di luar wilayah urban/perkotaan (dengan penggunaan diksi “rural”). Hampir
tidak dikenal konsep desa (village) dalam Kerangka Rencana ASEAN tersebut. Desa hanya
disebut saat ada upaya untuk peningkatan kapasitas para kepala/pemimpin desa (village leaders)
untuk meningkatkan partisipasi dan penghasilan lewat forum tukar pengetahuan (knowledge
sharing). Dalam diskursus ASEAN tentang pembangunan ini, desa mengalami peminggiran: tak
lebih dari wilayah non-urban yang disamakan dengan wilayah pinggiran perkotaan yang
tentunya memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda.

Resep upaya pemberdayaan desa dengan melibatkan tiga arena penting publik, sosial, dan
sektor swasta di atas hampir serupa dan sebangun dengan konsep yang ditawarkan Kemendes
PDT bahwa pembangunan desa harus melibatkan tiga kepemilikan silang antara negara, swasta,
dan desa.’® Ide besar di balik kerja sama tri-pihak (tripartite collaboration) ini ialah adanya
proses komprehensif pengambilan keputusan yang melibatkan interaksi tiga pihak antara
pemerintah, desa, dan sektor swasta. Inilah tata kepemerintahan (governance) yang dimaksudkan
untuk menyelesaikan beragam masalah yang muncul. Jika persoalan-persoalan desa kemudian
dilihat sebagai bagian dari permasalahan ASEAN, maka persoalan itu harus diselesaikan pula
melalui proses multi-level.

Persoalan-persoalan baru lantas akan menyeruak soal kemampuan harmonisasi kebijakan
dari tingkat ASEAN, pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga ke desa. Salah satu Kepala
Desa di Malang Selatan pernah menceritakan bahwa desanya mulai didatangi investor asal
Malaysia yang ingin membangun hotel di sekitar situs wisata bahari di wilayahnya. Keresahan
yang muncul ialah apakah warga desanya akan terbedayakan oleh investasi asing ini atau malah
terperdaya dan malah menjadi buruh di desa sendiri? Jika muncul sengketa dengan investor
asing, apakah desa bisa menjadi subyek hukum yang otonom di hadapan rejim hukum
internasional? Sementara dari sudut pandang pengusaha asing mereka juga akan
mempertanyakan, telahkah kita siap dalam pengurusan ijin yang tak rumit dan membutuhkan
“biaya siluman”? Bisakah mempertemukan logika efisiensi pihak swasta dengan logika

birokrasi yang hierarkis dan mengenal sekat tapal batas serta kedaulatan? Rentetan pertanyaan

15 ASEAN Secretariat. 2012. ASEAN Framework Action Plan for Rural Development and Poverty Eradication
(2011-2015). Jakarta: Public Outreach and Civil Society Division, h.31
16 Ja’far. lbid.



ini seolah mengindikasikan potensi konflik vertikal di desa yang muncul akibat kegagapan
harmonisasi kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam, tenaga kerja, jasa, dan modal saat
MEA telah hadir di depan mata.

Desa dihadapkan pada jalan curam dan terjal saat menyongsong MEA dengan mengalami
peminggiran ganda baik dalam ranah nasional maupun regional. Kekhawatiran bahwa
pembangunan desa adalah isu pinggiran di Indonesia, ternyata juga terjadi di level Asia
Tenggara. Jika rejim Jokowi menjanjikan untuk membangun Indonesia dari desa yang selama ini
terpinggirkan, maka perlu ditunggu bagaimana keberhasilan taktik “desa mengepung kota™ ini di
aras implementasi. Kita berharap, desa yang berdaya secara ekonomi, sosial-politik, dan budaya,
akan mencegah atau mengurangi warga yang ngelurug, mengepung kota mengais remah

kemakmurannya.
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